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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 79/Permentan/OT.140/12/2012 

TENTANG 
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN  

PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan 
petani pemakai air diperlukan untuk mewujudkan 
ketahanan pangan nasional serta untuk 
menindaklanjuti Pasal 2 ayat (4) huruf z pertanian dan 
ketahanan pangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

b. bahwa pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan 
Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dimulai dari 
tahapan perencanaan usaha tani, pembangunan, 
rehabilitasi jaringan, operasi dan pemeliharaan jaringan 
agar mampu meningkatkan produktivitas usaha tani 
dan produksi pertanian secara berkelanjutan; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu 
menetapkan Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan 
Perkumpulan Petani Pemakai Air; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4660); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;  

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara  
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 
92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 142); 

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/ 
4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan 
Petani; 

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ 
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertanian; 
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10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ 
OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar 
Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, 
dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung 
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);  

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN 
PETANI PEMAKAI AIR. 

Pasal 1 

Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi 
semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pembinaan dan 
Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. 

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Desember 2012 
MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

SUSWONO 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Desember 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN 
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